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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN                                  

NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR            

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk 

turunannya serta untuk mendukung pelaksanaan tata 

niaga impor melalui pengawasan post border, perlu 

melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 

tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, 

dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan 

Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 

Turunannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     
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82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi 

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; 

 

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                          

82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi 

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya      

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor          

1922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-

DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua    atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor    Besi atau 

Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG   

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG 

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,      

DAN PRODUK TURUNANNYA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan        

Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor       

1922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

71/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua            

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi     

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya           

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316) 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.    Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi 

karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan 

dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang 

yang dihasilkan dari produk tersebut. 

2.    Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang 

mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan. 

3.    Produk turunan besi atau baja dan baja paduan 

yang selanjutnya disebut Produk Turunannya 

adalah produk hasil proses lebih lanjut besi atau 

baja dan baja paduan dalam bentuk dasar       

berupa batangan atau lembaran atau hasil proses 

perakitan atau penggabungan hasil proses lebih 

lanjut dari besi atau baja dan baja paduan dalam 

bentuk dasar. 

4.    Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 

dalam daerah pabean. 

5.    Persetujuan Impor adalah persetujuan yang 

digunakan sebagai izin untuk melakukan impor  

Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 

Turunannya. 

6.    Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian 

dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh 

surveyor. 

7.    Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau 

penelusuran teknis barang impor. 

8.    Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-

batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, 

atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu      

lintas barang yang sepenuhnya berada di          

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 
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9. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, 

tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang digunakan untuk menimbun barang 

dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan 

penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang 

Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan 

Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang 

Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat 

Logistik Berikat. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan   

harus mengajukan permohonan secara elektronik 

kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan 

dokumen: 

a. API-U atau API-P; 

b. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi 

perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi 

atau Baja dan/atau Baja Paduan; dan 

c. mill certificate, untuk impor Baja Paduan. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada                 

ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan 

Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung         

sejak permohonan diterima secara lengkap dan 

benar. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur 

Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan 
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permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak permohonan diterima. 

 

3. Ketentual Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4        

ayat (2) berlaku selama: 

a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, 

bagi perusahaan pemilik API-P; dan 

b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, 

bagi perusahaan pemilik API-U. 

 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 

Turunannya wajib melaporkan setiap perubahan 

yang terkait dengan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan 

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan 

Impor. 

(2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi 

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 

harus mengajukan permohonan secara elektronik 

kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan 

dokumen: 

a. dokumen yang mengalami perubahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. Persetujuan Impor. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada                   

ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan 

Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja 
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